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PAPARAN

POS BANTUAN HUKUM
DESA / KELURAHAN



ATURAN DSH/KSH BARU!

SURAT EDARAN KEPALA BPHN NOMOR :

PHN-HN.04.04-01 TAHUN 2022
TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN

v PEMBINAAN

DESA/KELURAHAN SADAR HUKUM

BERTUJUAN UNTUK MENYEDERHANAKAN DAN
LEBIH MEMUDAHKAN PROSES PENILAIAN DAN MONITORING EVALUASI



Kementerian Hukum memfasilitasi
penyebaran informasi
hukum melalui :

KONSULTASI
HUKUM

PEMBENTUKAN
DANPEMBINAAN
DESA/KELURAHAN
SADAR HUKUM




PEMBENTUKAN Jl Pembentukan dan
DAN PEMBINAAN Pembinaan Kadarkum
DESA/KELURAHAN

SADAR HUKUM

Pembentukan,

Pembinaan,Pengukuhan

PEMBENTUKAN DESA/KELURAHAN
@l Pemantauan dan
Evaluasi DSH/KSH

SADAR HUKUM:




1. PEMBENTUKAN DAN PEMBINAAN
KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM

KADARKUM adalah
wadah yang
berfungsi
menghimpun warga
masyarakat yang

dengan kemauannya

KADARKUM dibentuk

sendiri berusaha dan mendapatkan
untuk meningkatkan pembinaan

kesadaran hukum




2. DESA‘KELURAHAN SADAR HUKUM

SERUPA DENGAN PEMBINAAN
PADA KADARKUM, PEMBINAAN
DSH/KSHDILAKUKAN MINIMAL 2
KALI DALAM 1 TAHUN DENGAN
BUKTI LAPORAN TERTULIS

Desa/KelurahanSadar Hukum adalah
desa/kelurahanatauwilayah administratif
setingkatyang telahdibinaataukarena
swakarsadan swadaya, memenuhikriteria
sebagaidesa sadarhukumdan kelurahan

sadar hukum.




ALUR PEMBENTUKAN DAN PENGUKUHAN

DSH/KSH

Action 1 ®C

Action 2 ®o

Action 3 'Y

Bupati/Walikota menetapkan
dengan Surat Keputusan
suatu Desa/Kelurahan menjadi
Desa/Kelurahan Binaan;

Pengukuhan sebagali
Desa/Kelurahan Binaan menuju
Desa/Kelurahan Sadar Hukum oleh
Kantor Wilayah Kementerian
Hukum dan HAM R

Pengisian kuesioner Desa/Kelurahan Sadar
Hukum terdiri dari 4 (empat) dimensi meliputi
Dimensi Akses Informasi Hukum, Dimensi Akses
Implementasi Hukum, Dimensi Akses Keadilan
serta Dimensi Akses Demokrasi dan Requlasi;

Action 4

Persetujuan hasil verifikasi usulan Desa/Kelurahan Sadar
Hukum dari Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kantor
Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Rl menindaklanjuti
Bersama dengan Biro Hukum Sekretariat Daerah
Provinsi untuk mengeluarkan Surat Keputusan Gubernur
tentang Penetapan Desa/Kelurahan Sadar Hukum;

Action 5 ®

Badan Pembinaan Hukum Nasional
menindaklanjuti kepada Menteri
Hukum dan HAM Rl untuk
memberikan penghargaan
Anubhawa Sasana Desa/Kelurahan
Sadar Hukum;




KRITERIA DESA/KELURAHAN SADAR
HUKUM?

(5

Indikator dan Kriteria Penilaian :

Dimensi Akses Informasi Hukum;

*Dimensi Akses Implementasi Hukum;

-Dimensi Akses Keadilan;

-Dimensi Akses Demokrasi dan Regulasi;




POSBANKUM

AKSES
KEADILAN

Ketersedigan Akses
Keadilan dan
Penyelesaian Sengkets
di Luar Proses Hukum

Layanan bantuan

hukum/Posyankumhamdes:

» toga. todat
dan parslegal dalam penyelesaian
sengketa diluar proses hukum;

Peran masyarskat dalam
memanfaatkan ketersedisan
lembaga/tokoh/ mekanisme

penyelesaian sengketa di luar proses
hukum di desa/kelurahan.

erapa jenis bentuk ketersediaan
akses keadilan yang terdapat di tiap
Desa/Kelurahan

Apskah ada lembaga adat atau
pemuka masyarakat yang berperan
menyelesaikan sengketa antar warga
masyarakat di desa/ kelurahan diluar
pihak berwasjib (Polisi)?

Tidak ads = 0
1jenis=5
2jenis=8

>2 jenis = 10

Tidak ada =0
Ada =10

K/L/PD




3. Pemantauan dan Evaluasi DSH/KSH? AKSES INFORMASIHUKUM

AKSES IMPLEMENTASI HUKUM

Dilakukan setiap 3 tahun dengan AKSES KEADILAN
mengevaluasi 4 Indikator AKSES DEMOKRASI DAN REGULAS|
PenilaianDSH/KSH

Jika nilai di bawah 30
maka predikat
DSH/KSH dicabut

Nilai diantara 30-55 Nilai perolehan 55
perlu pembinaan tetap berpredikat
berkelanjutan DSH/KSH

Monev diselenggarakan oleh
Kantor Wilayah Kementerian
Hukum dan HAM Jawa Barat




URGENS| PEMBENTUKAN
POS BANTUAN HUKUM DI
DESA/KELURAHAN




BANTUAN HUKUM MERUPAKAN SALAH SATU UNSUR UTAMA AKSES

L AT Ak BEL Ak A nq ' 1 TERHADAP KEADILAN DI BIDANG HUKUM SEBAGAI BAGIAN DARI HAK

2

FUNDAMENTAL YANG HARUS DIBERIKAN KEPADA SETIAP INDIVIDU
SEBAGAI SUBJEK HUKUM

INDEKS AKSES TERHADAP KEADILAN DI INDONESIA TAHUN 2021 MENDAPATKAN SKOR 53.8 YANG
BERADA PADA KATEGORI CUKUP . MENURUN DARI HASIL PENILAIAN YANG DILAKUKAN PADA
TAHUN 2019 YAITU 69.6.

PENGATURAN HUKUM TERKAIT PEMBERIAN BANTUAN HUKUM BERUPA: 1). UNDANG-UNDANG NOMOR
16 TAHUN 2011 TENTANG BANTUAN HUKUM :2). UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG
ADVOKAT: 3). PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42 TAHUN 2013 TENTANG
SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN BANKUM DAN PENYALURAN DANA BANKUM

PEMBENTUKAN POS BANTUAN HUKUM DESA SEBAGAI BAGIAN DARI PEMBERIAN AKSES KEPADA
KEADILAN DI TINGKAT MASYARAKAT MELALUI PELATIHAN PARALEGAL SERENTAK YANG
DISELENGGARAKAN BPHN DIIKUTI OLEH PESERTA YANG BERASAL DARI KELOMPOK KADARKUM DI
SELURUH INDONESIA YANG NANTINYA AKAN DITUGASKAN SEBAGAI BAGAIN DARI PEMBERIAN BANTUAN
HUKUM DI POSBANKUMDES SELURUH INDONESIA



JUMLAH DAN PERSEBARAN ORGANISASI
BANTUAN HUKUM SECARA NASIONAL

PERSEBARAN OBH YANG ADA SAAT NI
DINILAI BELUM CUKUP DALAM
MENJANGKAU DAN MEMENUHI

KEBUTUHAN BANTUAN HUKUM SELURUH
KABUPATEN/KOTA DI INDONESIA
OBH TERVERIFIKASI DAN TERAKREDITASI
BARU BERJUMLAH 524

Ll ol




AKSES TERHADAP KEADILAN

Didefinisikan sebagai jalan bagi masyarakat
untuk mempertahankan dan memulihkan hak
serta menyelesaitkan permasalahan hukum
baitk melalui mekanisme formal maupun
informal—termasuk di dalamya kemampuan
masyarakat—sesual dengan standar hak asasi

manusia

l1.Ketersedian Institusi baik formal maupun informal
untuk Memperoleh Keadilan Tersedia (Available
Justice Institution);

2.Keterjangkauan Institusi untuk Memperoleh Keadilan
Terjangkau (Accessible Justice Institution) baik secara
geografis maupun waktu;

3.Proses Penyelesaian Permasalahan yang Adil (Fair
Justice);

4.Sesuai dengan kebutuhan yang ada di masyarakat
(People-centered Justice).



PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI NON LITIGASI

Adalah penyelesaian sengketa yang dilakukan
menggunakan cara-cara yang ada di luar
pengadilan atau menggunakan lembaga

alternatif penyelesaian sengketa

E—)

1.Konsultasi pertimbangan orang-orang/pihak terhadap suatu masalah;

2.Negosiasi penyelesaian sengketa secara damai melalui perundingan
antara pihak-pihak yang bersengketa;

3.Konsiliasi, penyelesaian sengketan melalur seorang atau beberapa
orang atau badan (komisi konsiliasi) sebagai penegah dengan
mempertemukan atau memberi fasilitas kepada pihak-pihak yang
berselisih untuk menyelesaikan perselisihannya secara damai;

4.Medias1 cara penyelesaian sengketa diluar pengadilan melalui
perundingan yang melibatkan pihak ketiga (mediator) yang bersikap
netral dan tidak berpihak kepada pihak-pihak yang bersengketa serta
diterima kehadirannya oleh pihak-pihak yang bersengketa.



Mediasi
Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalul proses perundingan untuk
memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu mediator. Unsur-unsur
esensial mediasi, yaitu:
1.Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa melalulr perundingan
berdasarkan pendekatan mufakat atau konsensus para pihak.
2.Para pihak meminta bantuan pihak lain yang bersifat tidak memihak yang
disebut mediator.
3.Mediator tidak memiliki kewenangan memutus, tetapt hanya membantu
para pithak yang bersengketa dalam mencari penyelesaian yang diterima
para pihak



RESTORATIVE l.menitikberatkan pada proses pemulihan bagi semua

JUSTICE elemen yang merasakan dampak dari tindak kejahatan;
2.memberikan keadilan bagi semua pihak;
Merupakan sebuah pendekatan, 3.bertujuan pada kebutuhan semua pihak yang tidak
teori, ide, proses, filsafat, atau  dipenuhi oleh sistem peradilan;
intervensi dalam penyelesaian 4. memperhatikan hak dan kewajiban yang muncul sebagai
tindak pidana dengan akibat dar1 tindak kejahatan;
melibatkan seluruh pihak seperti 5.dilaksanakan dengan menjamin adanya  prinsip
korban, pelaku, keluarga, penghormatan terhadap kesetaraan gender dan non-
: diskriminasi serta memperhatikan adanya potensi
masyarakat atau pihak yang . .
. . ketimpangan relasi kuasa dan kerentaan berdasarkan
terlibat untuk proses dan tujuan 1 . . e
, atar belakang sosial, umur, ekonomi, dan pendidikan;
utama pada p emuhhap dengan 6.dilaksanakan dengan memastikan partisipasi aktif semua
mengupayakan terciptanya pihak yang terlibat dan harus adanya pemberdayaan;
keadilan bagi semua pihak. 7 didasarkan pada prinsip kesukarelaan tanpa adanya
paksaan, tekanan, ataupun intimidasi;



‘;POSBANTUAN HUKUM (POSBANKUM) DESA /| KELURAHAN

Posbankum Desa / Kelurahan adalah layanan bantuan hukum yang disediakan di
tingkat desa/kelurahan untuk memastikan masyarakat mendapatkan akses keadilan
dan bantuan hukum yang mudah dijangkau.

TUJUAN:

l.Meningkatkan kesadaran hukum: Memberikan informasi dan
pengetahuan hukum kepada masyarakat

2.Meningkatkan akses keadilan: Memudahkan masyarakat —untuk
mendapatkan bantuan hukum yang dibutuhkan

3.Membantu menyelesaikan sengketa hukum: Memfasilitasi penyelesaian
sengketa secara damai dan adll.



» Terdapat 324 Posbankumdes yang sudah melaksanakan perannya dalam memberikan
B a Ii layanan non litigasi kepada masyarakat yang berhadapan dengan hukum.

» Menjadi landasan praktik baik bagi pelaksanaan Tata Kelola Posbankum di seluruh
Indonesia.

* Target pembentukan Posbankum di 46 gampong pada 28 kecamatan yang tersebar di

15 kabupaten/kota.
Ace h * Menjadi dasar empirik terkait dengan efektivitas peran Posbankum dalam membantu
masyarakat yang berhadapan dengan hukum
» Sebagai perwakilan di pulau Sumatera

» Jumlah desa/kelurahan sadar hukum terbanyak di seluruh Indonesia sebanyak

‘ 3.306 dari total 5.957 Desa/Kelurahan.
Jawa Barat

» Komitmen yang kuat dalam upaya pembentukan Posbankum sebagai salah satu
inovasi dari penguatan Desal/kelurahan sadar hukum.

J k t « Heterogenitas masyarakat dengan permasalahan yang kompleks sehingga
dKdl'ld potensi masyarakat untuk berhadapan dengan hukum lebih besar.




POSBANKUM

Penerima Layanan
Posbankum

| Orang yang tidak mampu
" | secara ekonomi: Penerima
\ layanan harus dapat
membuktikan bahwa
mereka tidak mampu |,
misalnya dengan
melampirkan Surat
Keterangan Tidak Mampu
(SKTM) atau dokumen
lain yang menunjukkan
mereka termasuk dalam
kategori masyarakat
Kurang mampu




B Laya;n';\r'i yahg Diberikan Posbankum
1. Pemberian Layanan informasi hukum

Posbanku,des dapat menjadi tempat
sumber informasi hukum bagi

masyarakat desa/kelurahan, sebagai
jendela

Dt (perpustakaan hukum) dan
- konsultasi hukum.




POSBANKUM

5 Lanan yang Diberikan Pos“:bank'um

Layanan Batuan Hukum dan Advokasi

Posbankum dapat Menjadi tempat
koordinasi dalam penyelesaian-
penyelesaian perkara hukum di
wilayah tersebut, terutama yang

membutuhkan pendampingan ke tahap
litigasi.

Ruang ini juga menjadi tempat

koordinasi Aparat Penegak Hukum,
Penyuluh Hukum, dan Pendamping Desa.




POSBANKUM

Mediasi

Menjadi tempat Kepala Desa dan/atau Lurah
yang berstatus Non Litigation Peacemaker
(NL.P.) menyelesaikan konflik yang terjadi di
DesalKelurahan secara Non Litigasi dan
damai. Dalam penyelesaian sengketa yang
terjadi, dapat melibatkan pihak lain seperti
babinsa, bhabinkamtibmas, tokoh adat, atau

pihak terkait lainnya.




POSBANKUM

yag Diberikan Posbankum

4. Layanan RujukannAdvokat

Menjadi tempat rujukan bagi Paralegal untuk
sengketa hukum yang mengarah pada litigasi
baik oleh Advokat yang tergabung dalam PBH
terakreditasi maupun Advokat yang tergabung
dalam Organisasi Advokat.

g




a® | Ask Copilot -+ 9 | oft0 | M) | D

Adminitratif: SYARAT ADMINISTRASI PEMBENTUKAN POSBANKUM
a. SK Kadarkum
b. SK Posbankum
c. Register Posbankum pada Gmaps
d. Tersedianya sarana/prasarana pada Posbankum paling sedikit:
1) Meja;
2) Kursi Paralegal & Kursi Penerima Layanan;
3) ATK;
4) SOP Layanan; dan
5) Banner/Backdrop yang minimal menerangkan :
a) Nama Posbankum (Posbankum Desa/Kelurahan......);
b) Logo Desa/Kelurahan, Logo Pengayoman, dan Logo BPHN; dan
c) No HP Paralegal sebagai Hotline Service.



FORMAT SK KADARKUM

;(ep(:m:dn Kepaln Desallurah

LOGO Namer
KANTOR KOP SURAT KEDUA . Kelompok Kadarkum sebagaimana Diktum KESATU, diberikan lugas Tangeal
DESA/KEL dan tanggung jawab antara lain: KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM
1. Mengikuli kegiatan sosialisasi hukum seperi Temu Sadar (nama DesalKelurahan, Kecamatan, dan Kabupaten/Kota)
Hukum, Ceramah Penyuluhan Hukum Terpadu, Lomba (nama Provinsi)
Kadarkum, dan kegiatan penyuluhan hukum lainnya;
KEPUTUSAN KEPALA DESA/LURAH (NAMA DESA/KELURAHAN) 2. Menyebarluaskan informasi  dan  pengetahuan hukum ke Pembina
lingkungan masyarakat, No. Nama Lengkap 1 __Jabatan
ROMOR: nniaRiaaaaELaE 3. Berperan akiif dalam penyelesaian konflik atau permasalahan L] | Kepala Desaluah
TENTANG hukum di lingkungan secara non litigasi; % : gﬁ;::ﬂmw‘as
4. Memberikan layanan hukum pada Pos Bantuan Hukum (nama ] [Tokah AgamaMasyarakal' Adal
PEMBENTUKAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM desa/kelurahan); % | dan saterusnya |
5. Melaksanakan kegiatan pemberdayaan hukum masyarakal. = =
(NAMA DESA/KELURAHAN), . _ ) Daftar Ketompok Kadarkum
Menimbang : a. bahwa dalam rangka menumbuhkan kesadaran hukum dalam kehidupan e = gg:'ﬁ::a g vy tHahaarkan dengan diietapiainys Kegulean inl Kelompok |
% epada Anggaran Pendapatan dan Belanja (nama
bermasyarakat dan terbentuk budaya hukum di Desa/Kelurahan (nama desalkelurahan). Jabatan pada
d:%&'hﬁh.ﬁa]haﬂ}. perlu dibentuk Kelompok Keluarga Sadar Hukum KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Mo, Nama Eakapaan Kelompok Kadarkum
(Kadarkum); 1 Felua
b. bahwa sebagai optimalisasi peran Kelompok Kadarkum sebagaimana 2 Sekretans
dimaksud pada huruf a, perdu adanya penetapan Kelompok Kadarkum Ditetapkan di (nama desa/kelurahan) 3 Anggota
(nama desa/kelurahan) dalam benluk Keputusan Kepala Desallurah pada tanggal - igibulanitahun ! : Anggota
5, | dan saberusnyn Anggols
{nama desakelurahan). Kepala DesalLurah,
Mengingal a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintah Desa; Kelompok Il
b. Undang-Undang Momor 23 Tahun 2014 lentang Pemerintah Daerah; No. Nama Pekeriasn Jabatan pada
c. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 . Kelompok Kadarkum
tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan tanda tangan dan 1
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Momor M.01-PR.08.10 Tahun 2007 stempel . ?5
tentang Pola Penyuluhan Hukum; i
d. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tlentang Peraturan 5. | dan stienssmya
Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintah
Desa; Nama Lengkap
i Kopala | i
€. g::;ir:;n Pi_i:'rrl]t;r;ul:f)aiam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Teinusan Kapulssn ol dsampalian Y epala Desa/Lurah,
f. Peraturan Menteri Dalam Neger Nomer 111 Tahun 2014 tentang 1. Gubernur Proving .. fendatangan can simpel
Pedoman Teknis Peraturan di Desa, 2. Walikota/Bupati ...
3. Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota .. Nama Lengkap
: X 4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum _,
LS 5. Kepala Divisi Pembentukan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kantor
Menetapkan . Keputusan Kepala DesalLurah (nama desafkelurahan) tentang Wilayah Kementerian Hukum ..,
Pembentukan Kelompok Keluarga Sadar Hukum (nama
desalkelurahan)
KESATU Membentuk dan membina Kelompok Kadarkum pada (nama

desa'kelurahan) dengan susunan nama pengurus sebagaimana
lercantum dalam Lampiran Kepulusan ini.




SK PEMBENTUKAN DAN PENUGASAN PARALEGAL

/ PADA POS BANTUAN HUKUM DESA / KELURAHAN

3. Undang-Undang Momor 16 Tahun 2011 tenlang Bantuan Hukum
KOP PESNKELURAHAN 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(untuk SK yang dikeluarkan Kepala Desa/lLurah) sebagaimana {elah diubah menjadi Undang-Undang Nomer UU KEEMPAT ¢ Pos Bantuan Hukum bertempat di (. . . .alamat)
Nomor 3 Tahun 2024 tentang lentang Perubahan Kedua atas )
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Berila KELIMA, : Masa kerja_ Paraleg:lal pada Pos B_‘amuan Hukum paling Ilaljjas {Tig4
Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan tahun terhitung sejak tanggal diletapkan dan dapat dipilih kembg

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914); untuk periode berikulnya.

Lanvang Gans 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20
urituk SK yang " Tahun 2018 Tentang P‘en?gelulaanp Keuangan Desa (Berita KEENAM : Segala blaya yang limbul sebagal akibat dileapkannya Keputusa
dikeluarkan oleh Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); Desaflurah ini dlbebapkan pada Anggaran Pendapalan dan Belan
i ] DesalAnggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota . . .
Kepala Desa 6. Peraturan Menteri Dalam MNegeri Republik Indonesia Nomor 18
Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan
Lembaga Adat Desa

KETUJUH ¢ Keputusan Kepala Desallurah ini mulai berlaku sejak tangga
ditetapkan apabila dikemudian hari terdapal kekeliruan akan

KEPALA DESA/LURAH . . .. 7. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569); i : s :
KEPUTUSAN KADES/LURAH DESA/LURAH 8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Sachisan pashaiah; abagumina festog:
KECAMATAN .. Tahun 2021 lentang Paralegal Dalam Pemberian Banluan Ditetapkan di
NOMOR........ TAHUN 2025 e ik iR hag el GO, ZRET Moo Pada tanggal -............ 2025
9. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4
TENTANG Tahun 2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum (Berita Hopan DosmLUPA.. s
PEMBENTUKAN DAN PENUGASAN PARALEGAL PADA POS BANTUAN Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 97).
HUKUM (. . . DESA/KELURAHAN ) 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Momor 13 Tahun 2024 tentang
) Pos Pelayanan Terpadu (Berita Megara Republik Indonesia Mama
Tahun 2024 Nomor 563);
DESA/KELURAHAN. . _ . 11. Peraturan Desa {silahkan ditambahkan fika ada).
Menimbang : a bahwa sebagal langkah strategis untuk memperku
terhadap keadilan di Indonesia, khususnya bagi mas) MEMUTUSKAN :
wilayah pedesaan/kelurahan, perlu adanya pembent
Bantuan Hukum (Posbankum) di desa/kelurahan; Menetapkan : Eﬁgg;ﬁ;&éﬁiﬁfﬁwmﬁmmc PEEMC;SJATLA& i
b. bahwa pembentukan Posbankum bertujuan untuk me =it ¥
layanan bantuan hukum dan informasi hukum yan %&%&SﬁﬁmﬁiﬁMEﬁM A Fes: BNIUAN HUR
dijangkau, maka perlu adanya Paralegal yang ditugas
Posbankum; . ) . KESATU :  Menetapkan Pembentukan dan Penugasan Paralegal pada
¢. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimak Posbankum Desa/Kelurahan . . . . Kecamatan . . . . sebagaimana
a dan huruf b, perlu adanya penetapan Keputusa tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.
DesaflLurah . . . . tentang Pembentukan dan P ‘
Paralegal pada Pos Bantuan Hukum Desa/Kelurahan ~ KEDUA :  Keanggolaan Pos Bantuan Hukum mempunyai tugas dan tanggung
Jjawab sebagai berikut :
" i I. melaksanakan kegiatan Pos Bantuan Hukum di Desa/Kelurahan
Mengingat : 1. (Lembaran Megara Repub_llk Tahun 2011 Momor 104, T _ dengan :ﬂuan Kammg,;:“;n U.(:tem'ba,., U,m::, f_gan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248); P‘erhndungan Masyarakat sebagaimana bagian dari bidang Pos
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pem Pelayanan Terpadu Desa/kelurahan
Daerah ( Lembaran MNegara Republik Indonesia Tal 2. melaporkan hasil kegiatan Pos Banluan Hukum kepada Kepala

i Desa/Lurah. . .; dan
Nomeor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik 3. melaksanakan kegialan pemberdayaan hukum Masyarakal

Nomor 5587 ) Sebagaimana telah diubah beberapa ks lasinnya atas perintah peraluran perundang-undangan, arahan

dengan Undang- Undang MNomor 9 Tahun 2015 kepala desallurah, danfatau kebutuhan hukum masyarakat
Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Momor 23 Ta desa/kelurahan.

tentang Pemerintahan Daerah ( Lembar Megara ; : ;
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Megara T ) ﬁﬂfur?n m;ﬁm’;ﬂﬁgﬁgﬂ:ﬂmﬁfﬁu;f _Ef‘f_'“”a“

Indonesia Nomor 5679 );



LAMPIRAN PENUGASAN PARALEGAL

ibADA POS BANTUAN HUKUM DESA / KELURAHAN

Lampira

Keputu: la Desal

Nomor

Tanggal
GASAI L
HUKU URAHA ma
lesaike

Kepala Desafl urah

bangga
melayani

bangsa




, .\$> 'PEDOMAN TITIK LOKASI MAPS POSBANKUM

Pedoman Titik Lokasi Pada Google Maps d. Pilih *“Tambahkan Tempat"
Posbankum Desa/Kelurahan
Contaly:

Paralegal dan/atau Kepala Desa/Kelurahan melakukan input link google maps (titik lokasi

pada google maps) W — | Anda O pengikut

1. Membuka link https:/bit.ly/KelengkapanBerkasdanLokasiPosbankum dan mengisi v 6 n G -
seluruh layanan yang diberikan melalui google form dan mengupload data dukung nhrj::ﬁ nir::.-!: .mf::'t.: ‘ nl::;ll:t; I|1||3.n
terkait

2. Layanan yang dilaporkan berupa : Dapatkan badge
a. Layanan Informasi Hukum dan Konsultasi Hukum Kontributor Baru Anda '

kulal dengan melzkukan

b. Layanan Bantuan Hukum dan Advokasi pembaruun simpsl i
c. Layanan Penyelesaian Konflik/'Sengketa melalui Mediasi Kipvsoating 4763
d. Layanan Rujukan Advokat
3.  Seluruh layanan yang diberikan dengan melampirkan data dukung yang membuktikan
pemberian layanan. Menjawab 2 pertanysan v
4.  Membuat titik lokasi pada google maps dengan cara :
a. Buka aplikasi Google Maps

Domino's Pizza Condet

Q =) o

c. Pilih *Kontribusi” .
o
Contoh :

Q = e. Pada Kolom “Kategori” diisi dengan memilih Perkantoran dan Industn lalu pilih
- ] [~ 4 ;--I—

b. Temukan lokasi yang ingin ditambahkan

£ Teduswid di sinl (]
Tk
FI Basroron M Baracss -

Balai Masyarakat

.




f.

Contoh :

¢ Choose location on map

1%

o B - T E5

3
Y0
!
2
2

g. Setelah semua kolom terisi, selanjutnya Tambahkan Foto Posbankum

. O | -5

0]

Desa/Kelurahan lalu klik Kirim

Contoh :

x

Tambahkan ternpat

Selanjutnya isi kolom Alamat dengan alamat yang valid, dapat dilakukan juga
dengan cara klik gambar maps lalu sesuaikan dan klik OK

)

o ommTTTOpo—.

hitps.//bit.ly/KelengkapanBerkasdanLokasiPosbankum :

a. Membuka AplikasiWebsite Google Maps
b. Masuk ke “Telusuri di sini" atau "Search Google Maps” dengan mencari

Posbankum yang telah dibuat

Contoh -
a ] ] - 4 [l -]
S A - :J ":'"—-F-.
> \
:' A
L = o'a
= e

&




PEDOMAN TITIK LOKASI MAPS POSBANKUM

c. Klik “Bagikan” dan Klik “Salin Link".
Contoh :

bangga
melayani
bangsa




:* POS BANTUAN HUKUM

(ELURAHAN KEBONWARU KECAMATAN BATUNUNGG.
KOTA BANDUNG

Memberikan Layanan :
1. Informasi Hukum dan Konsultasi Hukum
2. Bantuan Hukum dan Advokasi
3. Penyelesaian Konflik / Sengketa melalui Mediasi

<
| 4. Layanan Rujukan Advokat ' :

rf o 0 o
- & & & &

http:/ /WWW....cc, e (¢) 081 - 1234 - 5678 Jl. Jakarta No. 27 Kota Bandung
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Pembentukan pos bantuan hukum di tingkat desa
adalah langkah penting untuk memberikan akses
keadilan bagi masyarakat desa galesong Timur

-----

!!!!!

JUSRIANTO S.H
KORDINATOR
ADVOKAT/PENGACARA

DANU ADRIANSY AH S.KOM

KEPALA DESA GALESONG TIMUR

FO: (&) 0852-3214-3764
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SYARAT — SYARAT SUBSTANTIF

1. Substantif:
a. Layanan Informasi Hukum dan Konsultasi Hukum
Menjadi tempat sumber informasi hukum bagi masyarakat Desa/Kelurahan
b. Layanan Bantuan Hukum dan Advokasi

Menjadi tempat koordinasi dalam penyelesaian-penyelesaian perkara hukum di wilayah
tersebut, terutama yang membutuhkan pendampingan non litigasi dan aktifitas non
litigasi lainnya.

c. Layanan Penyelesaian Konflik/Sengketa melalui Mediasi

Menjadi tempat Kepala Desa dan/atau Lurah yang berstatus Non Litigation Peacemaker
(NL.P.) menyelesaikan konflik yang terjadi di Desa/Kelurahan secara damai. Dalam
penyelesaian sengketa yang terjadi, dapat melibatkan pihak lain seperti Babinsa,
Bhabinkamtibmas, Tokoh Adat, atau pihak terkait lainnya.

d. Layanan Rujukan Advokat

Menjadi tempat rujukan bagi Paralegal untuk sengketa hukum yang mengarah pada
litigasi baik oleh Advokat yang tergabung dalam PBH terakreditasi maupun Advokat
yang tergabung dalam Organisasi Advokat.



LAYANAN INFORMASI HUKUM DAN KONSULTASI HUKUM

MEN-jJADI TEMPAT SUMBER INFORMASI HUKUM BAGI MASYARAKAT DESA/KELURAHAN, SEBAGAI JENDELA INFORMASI (PERPUSTAKAAN HUKUM) DAN
' KONSULTASI HUKUM.

JENIS KASUS

HUKUM TATA USAHA

NEGARA

URAIAN SINGKAT
PERMASALAHAN HUKUM
YANG DIALAMI MASYARAKAT
/ URAIAN KEGIATAN

SOLUSI YANG DIBERIKAN
UPLOAD FOTO KEGIATAN

HUKUM PERDATA

URAIAN SINGKAT
PERMASALAHAN HUKUM
YANG DIALAMI MASYARAKAT
/ URAIAN KEGIATAN

SOLUSI YANG DIBERIKAN
UPLOAD FOTO KEGIATAN

HUKUM PIDANA

URAIAN SINGKAT
PERMASALAHAN HUKUM
YANG DIALAMI MASYARAKAT
/ URAIAN KEGIATAN

SOLUSI YANG DIBERIKAN
UPLOAD FOTO KEGIATAN




LAYANAN BANTUAN HUKUM DAN ADVOKASI

\% NJAIbI TEMPAT KOORDINASI DALAM PENYELESAIAN-PENYELESAIAN PERKARA HUKUM DI WILAYAH TERSEBUT, TERUTAMA YANG
MEMBUTUHKAN PENDAMPINGAN NON LITIGASI DAN AKTIFITAS NON LITIGASI LAINNYA.
RUANG INI JUGA MENJADI TEMPAT KOORDINASI APARAT PENEGAK HUKUM, PENYULUH HUKUM, PENDAMPING DESA SERTA PIHAK LAINNYA.

URAIKAN DENGAN SINGKAT
DRAFTING DOKUMEN PERMASALAHAN HUKUM

YANG DIALAMI OLEH
:\[]\E/GE(?;:SQ& RASUS MASYARAKAT / URAIAN U PLOAD FOTO

KEGIATAN NON LITIGASI
EAEAI\QE,E\EQ?X'?AN YANG DILAKUKAN KEGIATAN

PENDAMPINGAN HUKUM URAIKAN DENGAN SINGKAT ATAU
DILUAR PENGADILAN PERMASALAHAN HUKUM

YANG DIALAMI OLEH
PENELITIAN HUKUM MASYARAKAT / URAIAN DOKUMEN

PENYULUHAN HUKUM
KEGIATAN NON LITIGASI

YANG DILAKUKAN




)

LAYANAN RUJUKAN ADVOKAT

/ MENJADI TEMPAT RUJUKAN BAGI PARALEGAL UNTUK SENGKETA HUKUM YANG MENGARAH PADA LITIGASI BAIK OLEH ADVOKAT
/ YANG TERGABUNG DALAM PBH TERAKREDITASI MAUPUN ADVOKAT YANG TERGABUNG DALAM ORGANISASI ADVOKAT

URAIAN LOKASI
NO JENIS KASUS KASUS MASALAH RUJUKAN PBH AKTUALISASI
PENIPUAN
PENGGELAPAN
PENCURIAN
1 | HUKUM PIDANA N7V
ASUSILA NAMA PEMBERI
DAN LAIN-LAIN NAMA DESA /
BANTUAN HUKUM | 2" oAy
WANPRESTASI A VO
PERKAWINAN ANE T ANy | DAA
2 |HUKUM PERDATA UTANG PIUTANG = KECAMATAN
SENGKETA TANAH
NOMOR TELEPON
DAN LAIN-LAIN Py v ;\IQCI;/I_I,_AAKABUPATEN
KEWENANGAN PEJABAT MENANGANI
PUBLIK
3 HUKUMTATAUSAHA bR ATURAN PERUNDANG-

NEGARA

UNDANGAN
DAN LAIN-LAIN

M lagu
ﬂ melayani
bangsa




AKTUALISASI POSBANKUM

SKEMA POS BANTUAN HUKUM DESA/KELURAHAN

. Sumber Daya Anggaran
Tugas Paralegal
* DanaDesa
. La,anurrasil-U:m « APBDes
P ) : Layanan P
oor H . . e oor
[ly oAl Bakai Medias Desa/Kelurahan
Posbankum = Akses Hukum
-~ T Yankum » LmnHm
g ,
! Sandwich Sergheta Hukum
People Layanan:
-5 , Bantuan Hukum —
Paralegal (CPLA) yang R Non Ltigasi it
berasal dari Kadarkum F:
- dengan unsur: "g' : Sumber Daya Anggaran Rich
Ric * Toga , ‘f'“—“ * APBN (Kemenkum) i UL Advok
* Komunitas PBH Pemlaby/kota)
Aktor/Majelis
* Kades/Lurah (NLP/)
* Babinsa

« Bhabinkamtit

* Bagaimana Paralegal dari unsur Non Kadarkum (PBH, Komunitas, Desa, dll)
Dalam hal desa/kelurahan belum memiliki Kadarkum, Paralegal dapat berasal dari Toga Tomasy, Komunitas, PBH, atau lainnya yang kemudian dibentuk Kadarkum.

* Bagaimana Pembentukan Balai Desa/Kelurahan apabila Kades/Lurah belum berstatus NLP
Dalam hal desa/kelurahan belum memiliki NLP, Balai Mediasi Desa/Kelurahan melibatkan PBH sebagai pendamping Kades/Lurah, termasuk Babinsa dan Bhabinkamtibmas. Kade

belum berstatus NL.P tersebut diarahkan untuk menjadi peserta Paralegal Academy dan PJA Tahun 2025.




